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ABSTRAK
Bahasa di samping mengemban fungsi utamanya sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai penanda dan pembeda ciri kemanusiaan, ternyata juga sebagai alat kekuasaan. Sebagai alat kekuasaan, bahasa (dalam penggunaannya) tidak hanya sebagai wahana interaksi, tetapi juga agar seseorang dapat dihormati, dipercaya, dipatuhi, dibedakan (dengan yang lainnya). Dalam praktiknya, “perebutan” kekuasaan di arena KBM tersebut tidak jarang menggunakan kekerasan simbolik.  
Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa  dalam kegiatan belajar mengajar,  terjadi praktik penggunaan kekuasan dalam interaksi guru-murid. Para guru –disadari atau tidak—ketika mengajar memraktikkan kekuasaan apakah itu kekuasaan paksaan, absah, hadiah, kepakaran, ataupun acuan sebagaimana dikemukakan Lee (2002); Frech dan Refen (via Jumadi, 2005). Dalam wujudnya, praktik penerapan kekerasan simbolik untuk mempertahankan kekuasaannya terlihat pada aspek bentuknya, strategi, dan fungsinya. Dari aspek bentuk, representasi kekuasaan tampak pada penggunaan (a) kalimat perintah, (b) larangan, (c) permintaan, (d) persilaan, (e) saran, dan (f) interogatif. Dari aspek strategi, para guru menggunakan (a) penguasaan topik, (b) interupsi, (c) marah, (d) memberikan pertanyaan yang sulit, (e) mengendalikan tuturan, (f) ancaman, dan (g) nonverbal (misalnya: sikap diam, sinar mata yang tajam); sedangkan dari aspek fungsi, refleksi kekuasaannya berfungsi untuk (a) menguasai/mengendalikan siswa, (b) memaksa, (c) agar dipercaya, (d) agar dihormati, dan (e) agar dibedakan/agar berbeda dengan orang lain.
Kata Kunci: kekerasan, simbolik, pendidikan
ABSTRACT

Other than having functions as communication instrument and symbol and differentiation of human characteristics, language is also considered as a dominance instrument. As a dominance instrument, language (as its usage) is not only being used as an interaction medium, but also being used for someone who wants to be respected, trusted, obeyed, and diferentciated (from the others). In reality, “the deprivation” of domination in KBM arena ofter uses symbolic violence.

The result of research shows that apparantly the practice of domination happers in student-teacher interaction. The teacher -realized or not- use the domination power in form of compulsion, legal, reward, expertise, or  reference  as stated by Lee (2002), Frech and Refen (via Jumadi, 2005). In its form, the application of symbolic violence to preserve teachers  domination appears in the usage of (a) exclamation sentece, (b) prohibition, (c) request, (d) permission, (e)suggestion, (f) interogation. From strategic aspect, the teachers use (a) topic mastering, (b) interupsion, (c) anger, (d) giving difficult question, (e) control of speech, (f) threat, (g) non-verbal/ body gesture (for example: silence treatment: angry sight); on the other hand, from the function aspect, the function of domination reflection are (a) to control the students, (b) to force, (c) to be trusted, (d) to be respected, and (e) to be different from others.
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1. Pendahuluan
Selama ini kita dikenalkan dan dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan sangat menghargai orang lain. Akan tetapi, sekarang sering kita lihat, kita baca adegan dan tontonan kekerasan. Organisasi massa yang berbais agama tertentu merusak gedung dan tempat-tempat yang dianggapnya maksiat. Kelompok aliran tertentu dengan alasan memurnikan ajaran membakar tempat ibadah kelompok lain. Pelajar tawuran dengan alasan yang sangat sepele: diejek, misalnya. Suporter sepak bola karena kecewa membakar loket. Mahasiswa jurusan satu dan jurusan lain baku hantam,sampai anggota DPR “berkelai” atas nama rakyat. Bahkan pimpinan dan para elit politik dan pemerintahan pun juga ikut saling menghujat. Saling menyindir, menghina, dan menjatuhkan, serta “membunuh” karier dan karakter seseorang bukan hal yang tabu lagi. Mengapa hal itu sampai terjadi ? Purwoko (2008: 3 - 20) menyebutnya karena prinsip kesetaraan dan saling menghargai hak asasi tidak lagi dipatuhi. Aturan main tidak lagi dianggap “sacred”, malah dilecehkan. Hal ini selaras dengan tesis yang dikemukakan Suryamentaram “bathi ngguyu, rugi nesu”. Ini mengandaikan adanya ada yang superior dan lainnya inferior. Adanya pelaku yang berposisi yang superior dan inferior di sisi lain akan mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan.


Bahasa yang digunakan dalam ajang pertarungan ini bukan hanya semata-mata sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat kekuasaan. Kekuasaan dibangun dalam relasi yang tidak seimbang. Sebagai alat kekuasaan, komunikasi (bahasa), misalnya,  tidak hanya untuk sekadar dipahami; tetapi juga untuk dipercayai, dipenuhi, dituruti, dihormati, dan dibedakan. Sebagai implikasi dari “perebutan kekuasaan itulah, tidak jarang terjadi kekerasan. Kekerasan tidak hanya yang bersifat fisik, tetapi juga yang nonfisik. Kekerasan yang bersifat nonfisik sering diartikan sebagai kekerasan simbolik. Jadi, kekuasaan dan kekerasan menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagaimana dua sisi dalam mata uang.
Kekuasaan dapat dimaknai sebagai kemampuan invidu atau kelompok masyarakat untuk membatasi keinginan individu/kelompok masyarakat lainnya. Sementara Weber menyatakan bahwa kekuasaan merupakan peluang seseorang/institusi untuk  melakukan pemaksaan terhadap pihak lain agar mengikuti kehendaknya (lihat Stone, 1986: 79; Galtung via Maran dan Effendi, 2003). Kekuasaan juga cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan (perang), sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan yang sering dartikan sebagai dominasi. Dominasi merupakan suatu bentuk hubungan kekuasaan dengan menempatkan si penguasa “berhak” memerintah, sedangkan yang “diperintah” menerimanya tanpa landasan kesadaran yang utuh. Marx memberikan ilustrasinya pada dominasi kelas sosial. Kelas yang dominan mengemban dan mengambil alih bentuk-bentuk ideologi yang mengabsahkan dominasi. Kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari hegemoni yang merupakan kekuasaan atau kemenangan dalam pertarungan yang tidak disadari (oleh pihak yang “dikuasai”) dan diperoleh melalui “konsensus”. Untuk memperoleh hegemoni tersebut, diperlukan adanya legitimasi. Legitimasi ini dapat berbentuk budaya, lembaga, atau kitab yang dianggap benar (Maran dan Effendi, 2003: 121 – 122).
Dalam realisasinya, bahasa sebagai alat kekuasaan mengejawantah dalam proses  komunikasi baik yang bersifat transaksional maupun interaksional (Brown dan Yule, 1983). Dalam konteks ini, bahasa sebagai instrumen  yang memungkinkan pembicara melakukan  tindak tutur dan strategi tutur untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan bahkan menguasai pikiran dan perasaan mitratuturnya. Gejala ini dapat dijumpai dalam berbagai kehidupan termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas (KBM). Dimensi kekuasaan pada praktik penggunaan bahasa dalam KBM bukan tidak mungkin terjadi praktik kekerasan yang bukan fisik saja sifatnya, tetapi juga yang nonfisik yang sering disebut sebagai kekerasan simbolik. Untuk mengungkap ada atau tidaknya kekerasan simbolik di KBM itulah tulisan ini disusun.
2. Masalah

Makalah ini akan menguraikan masalah kekerasan simbolik dalam pendidikan. Dalam praktiknya, kekerasan simbolik dapat dilihat dari perspektif kekuasaan. Sebab, seperti kata Faucault kelas (ruang KBM) pada dasarnya adalah arena pertarungan perebutan kekuasaan.
3. Metodologi
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini memilih lokasi  SMP Negeri 32  Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, SMP Negeri 32 terletak di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Kedua, karena berada di tengah kota dihipotesiskan para guru dan siswanya banyak terpengaruh kehidupan masyarakat kota. Dengan kondisi yang semacam itu, diduga juga membawa dampak pada pola interaksi menyangkut bentuk tuturannya, strategi, maupun fungsi tuturannya.
a. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh tuturan/komunikasi verbal guru-siswa SMP Negeri 32 Semarang yang melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) terutama di kelas.Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara random purposive sampling. Dalam wujud aplikasinya di lapangan, sample diambil dari tuturan guru-siswa (beretnis Jawa) kelas VII, VIII, IX, dan X, serta XI.

b.  Informan

Informan dalam penelitian ini meliputi para guru bidang studi IPA (matematika, biologi), bidang studi  IPS (sejarah, ekonomi), bahasa (bahasa Indonesia), dan  umum (agama/kewarganegaraan) dengan asumsi ada perbedaan tuturan dalam mengkspresikan kekerasan simbolik. Misalnya, dalam memilih bentuk dan strategi bertutur/berkomunikasi.

3.2 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa tuturan dalam kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di ruang dengan menggunakan metode observasi, wawancara, rekam, FGD, catat, dan kusesioner.
3.3 Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis data dan verifikasi hasil analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan metode/pendekatan deskriptif kualitatif. Setalah data dianalsis, kemudian dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan kebenaran hasil analisis data yang telah dilakukan. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai alat kontrol untuk menentukan validitas data   (Moleong, 2006; Sutopo, 2006).  
4. Kajian Pustaka 
Brown dan Gilman (1960) dalam penelitiannya menghubungkan antara kekuasaan dan  penggunaan kata ganti nonresiprokal, sedangkan solidaritas dikaitkan dengan kata ganti resiprokal. Menurutnya juga, kekuasan membentuk pola relasi yang tidak simetris, sedangkan solidaritas membentuk hubungan yang simetris. Anderson (1990) mengkaji simbol-simbol kekuasaan dalam wacana politik di Indonesia. Dari hasil penelitiannya tersebut, dia menyimpulkan bahwa wacana politik di Indoensia berciri “militeristik”. Dia memberikan contoh, intonasi pada singkatan atau akronim identik dengan lafal dalam lingkungan militer, seperti Dep-dik-nas, han-kam, ka-pus-pen.  Sementara, Eriyanto (2000) meneliti aspek-aspek wacana ORBA yang kemudian menyimpulkan bahwa wacana yang dibentuk rezim ORBA sebagai suatu strtategi untuk  melanggengkan kekuasaan. Dia memberi contoh betapa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (hanya) dijadikan sebagai alat politik ORBA dengan dalih “ketertiban” dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.  Penelitian  lain yaitu Obeng (1999) yang mengemukakan bahwa para peserta tutur di pengadilan direpresentasikan dalam satuan-satuan lingual yang dominatif-imperatif (misalnya, diwujudkan dalam penggunaan bentuk verba imperatif), tindak tutur (misalnya, berupa perintah, menegur, dan minta maaf), dan strategi bertutur (misalnya, berupa pengulangan perintah).
 
Hasil penelitian penting lainnya yang patut disampaikan di sini  adalah yang dilakukan Thansoulas (2001). Dia berkesimpulan bahwa guru menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mendominasi siswa. Misalnya, guru akan cenderung selalu mengontrol tuturan siswa, guru diposisikan sebagai orang yang “serba tahu”, sedangkan siswa diposisikan sebagai orang yang  bodoh dan belum matang (dewasa).

Lewat hasil penelitiannya, Fairclough (1998 : 286-296) mengategorikan kekuasaan ke dalam dua kelompok yaitu (a) kekuasaan sebagai kapasitas tranformatif, kapasitas agen untuk mempengaruhi jalannya berbagai peristiwa, dan (b) kekuasaan merupakan konsepsi rasional ; artinya kekuasaan atas pihak lain yang berkaitan dengan dominasi. Sementara Weber mengatakan bahwa kekuasaan merupakan peluang untuk memaksa seseorang. Rumusan tersebut masih menunjukkan bahwa kekuasaan selalu mengandung unsur tertentu  (kekerasan, ideologi, dan dominasi) yang membuat orang lain patuh.

Penjenisan kekuasaan klasik yang hingga kini masih banyak diikuti adalah penjenisan yang dilakukan oleh Frech dan Rafen yang membagi kekuasaan menjadi lima jenis, yaitu (a) kekuasaan paksaan, (b) kekuasaan absah, (c) kekuasaan hadiah, (d)  kekuasaan kepakaran, dan (e) kekuasaan acuan. Indikator kekuasaan paksaan selaras dengan pendapat yang dipaparkan Lee (2002). Sedangkan kekuasaan absah adalah potensi seseorang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain karena kedudukannya. Kekuasaan hadiah dimiliki seseorang karena kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan positif kepada orang lain. Misalnya, pengakuan atas pekerjaannya/ perilakunya, kenaikkan gaji atau jabatan atau bentuk-bentuk imbalan yang lain. Kekuasaan hadiah biasanya digunakan untuk mendukung kekuasaan absah. Sementara, kekuasaan kepakaran merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena kepakarannya. Sedangkan kekuasaan acuan yang biasa juga disebut kekuasaan  perilaku. Misalnya, karisma seseorang merupakan dasar dari kekuasaan acuan. Karisma merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada kepribadian yang menarik dari seseorang. Konsep kekuasaan ini dapat dijadikan landasan berpikir dalam penelitian ini.

Dalam konsep tindak tutur, komunikasi verbal hubungannya dengan aspek kekuasaan paling tidak dapat dilihat dari tiga jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur direktif, asertif, dan ekspresif. Ketiga jenis tindak tutur ini diduga berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Tindak tutur direktif, dengan berbagai jenisnya merupakan tindak tutur yang dirancang untuk mendorong petutur untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur ini sering dimasukkan dalam kategori kompetitif yaitu yang bertujuan secara sosial misalnya, memerintah, meminta, dan menuntut. Dengan demikian, penutur dapat memanfaatkan sebagai sarana untuk mendominasi pikiran, perasaan, dan perilaku petutur.

Sementara itu, tindak tutur asertif merupakan salah satu jenis tindak tutur yang potensial merepresentasikan kekuasaan karena tindak tutur ini berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Hal ini selaras dengan kegiatan belajar mengajar yang merupakan tempat  untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para siswa. Untuk itulah diperlukan tindak tutur yang mampu memberikan akses informasi. Dalam konteks itu, peserta tutur yang mempunyai akses tutur informasi tertentu lebih memiliki kekuasaan bila dibandingkan dengan yang lain.

Tindak tutur ekspresif merupakan tindakan yang menyatakan perasaan penutur pada sesuatu / keadaan. Melalui tindak tutur inilah penutur dapat menilai, mengecam, memuji pikiran-pikiran, perasaan-perasaan / perilaku petutur.

Begitu juga halnya dengan strategi bertutur. Strategi ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan,misalnya, pengendalian topik tuturan, pengaturan pola interkasi, atau untuk melanggengkan kekuasaan (McCarty, 2001:100). Lebih lanjut, bentuk, strategi bertutur, dan fungsi tuturan membantuk wacana.

Wacana dapat merujuk pada teks ataupun percakapan. Pada kajian wacana (percakapan) dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan etnografi komunikasi. Dalam penelitian ini, etnografi komunikasi dipahami sebagaimana dikemukakan Schiffrin (1994: 194), yaitu bahwa adanya pengakuan tentang keberagaman kemungkinan dan kebiasaan-kebiasaan komunikasi yang terintegrasi dengan hal yang diketahui dan dilakukan penutur sebagai anggota suatu budaya tertentu. Singkatnya, dalam berkomunikasi; penutur selalu “terikat”oleh budaya dan norma sosial tempat penutur tersebut hidup. Philipen (dalam Littlejhon, 2002: 194) mengasumsikan etnografi komunikasi ke dalam empat kategori. Pertama, masyarakat menciptakan makna bersama berdasarkan norma budaya (lokal) yang “dianutnya”. Kedua, komunikasi dalam kebudayaan apa pun harus mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. Ketiga, makna dan tindakan sangatlah unik/khusus bagi kelompok-kelompok atau individu-individu dalam budaya tertentu. Keempat, setiap masyarakat budaya (tertentu) memiliki seperangkat sumber daya (atau persepsi) yang berbeda dalam memahami/menetapkan tindakan-tindakannya atau realitas.

5. Kerangka Teori

Dalam perspektif kewacanaan, wacana kelas tergolong sebagai wacana percakapan. Dalom konteks ini, guru (G) dan siswa (S) atau antara S dan S membangun budaya komunikasi yang merefleksikan penggunaan jenis kekuasaan tertentu. Refleksi kekuasaan (social) tersebut tampak pada aspek bentuk, strategi, dan fungsi. Wujud refleksi kekuasaan (social) tersebut dapat diidentifikasi dari satuan dasar wacana yaitu berupa tindak tutur.

Pada hakikatnya, tindak tutur dapat dipandang sebagai unit terkecil dari aktivitas bertutur yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Melalui tindak tutur tersebut, G dan S saling mempengaruhi atau bahkan mendominasi dalam KBM.

Pada dasarnya, kekuasaan merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perlaku orang lain. Dalam realisasinya terdapat lima jenis kekuasaan yang berpengaruh kuat terfleksikan dalam tindak tutur, yaitu (a) kekuasaan paksaan, (b) absah, (c) keahlian/kepakaran, (d) hadiah, dan (e) acuan atau perilaku. Penggunaan tiap-tiap kekuasaan tersebut akan terkait dengan komponen tutur. Komponen tutur dalam penelitian ini untuk melihat refleksi kekuasaan dalam praktik KBM yaitu (a) peran secara institusional antara G dan S, (b) tujuan yang hendak dicapai dalam KBM, dan (c) topik tuturan.

Dalam upayanya untuk menunjukkan/mempertontonkan berbagai macam bentuk kekuasaan tersebut, G dan S diduga menggunakan berbagai bentuk dan strategi (tertentu). Dari segi bentuk, antara G dan S akan tampak pada digunakannya bentuk-bentuk linguistic (bentuk kalimat) tertentu, misalnya kalimat larangan, perintah, permintaan, dsb. Adapun strategi yang dimaksud, misalnya mengendalikan tuturan, menginterupsi, mengalihkan (topic pembicaraan), dan sebagainya. 

Selain dari aspek bentuk dan strategi, refleksi kekuasaan juga akan tampak pada fungsi-fungsi tertentu baik yang digunakan oleh G atau S dalam membangun wacana kelas. Misalnya, fungsi direktif, instrumental, konatif, suportif, prefentif, dan sebagainya.

Refleksi kekuasaan dalam wacana (percakapan) kelas bukan hanya semata-mata sebagai fakta bahasa, melainkan fakta social  budaya. Dalam KBM interaksi antara G dan S diduga akan terjadi kendala-kendala social budaya, seperti tentang norma berbicara dan nilai-nilai budaya seperti etika berbahasa, dsb.
6. Hasil dan Pembahasan
Kata kekerasan (Inggris violence) berasal dari bahasa Latin violentus. Kata violentus  berasal dari kata vī atau vīs berarti ‘kekuasaan atau berkuasa’. Kekerasan  dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang umumnya berkaitan dengan kewenangannya. Atau dengan kata lain kekerasan dapat diartikan  semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini. Jika ditelusuri jejaknya, akar kekerasan adalah kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip (Mahatma Gandhi, 1869-1948).
Kekerasan simbolik, merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.
1) Kekerasan Simbolik dari Aspek Bentuk
Foucault (1978) sebagaimana dikutip Hendrati dan Purwoko (2008: 49) dikatakan bahwa kekerasan perlu dilihat suatu kontes aduk kekuatan antara dua pihak yang sejajar.Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan simbolik sulit terdeteksi karena tidak menyebabkan luka fisik. Kekeran simbolik hanya bisa melukai korban secara moral dan psikologi (Hendrarti dan Purwoko, 2008: 49).
Setelah dianaliis dari aspek bentuknya, ditemukan kekerasan simbolik yang berupa penggunaan kalimat yang berupa (a) ancaman, (b) peringatan, (c) menghardik, (d) larangan, (d) perintah, (e)  hinaan, (f) umpatan, menjadi salah satu piranti yang digunakan guru dalam melakukan kekerasan simbolik ketika mengajar, seperti  kalimat (1) sampai dengan (4) berikut ini.
(1) Awas, kalau ketahuan nyontek. Apalagi itu yang duduk di belakang yang bodo-bodo.

(2) Ingat, besok kamu harus mengerjakan tugas tiga puluh kali, kalau tidak melakukannya kamu saya keluarkan karena nggak pantas sekolah di sini.
(3) Hei, jangan melirik pekerjaan temanmu! Kalau bodo ngaku aja bodo!
(4) Jangan masuk. Lapor BP dulu. Dasar !
2) Kekerasan Simbolik dari Aspek Strategi

Srtategi yang digunakan untuk mengekpresikan kekerasan sibolik ditempuh dengan cara (a) memberi pertanyaan yang sulit, (b) marah, dan (c) perilaku nonverbal.

 

a. Memberi Pertanyaan yang Sulit   
Kekusaan yang hegemonik  dilakukan oleh guru dengan cara memberi pertanyaan yang sulit dengan tujuan agar siswa  tidak mampu menjawab. Dengan cara tersebut, guru telah melakukan kekerasan simbolik yang menyebabkan siswa merasa tertekan dan “tidak berdaya”. Berikut ini adalah beberapa contoh data yang dimaksud.    

(5)   Guru  : Apa yang dimaksud dengan homosapien dan pitekantropus erectus

 
      Siswa : semua siswa diam


      Guru  : Kamu (sambil menunjuk ke arah siswa)

      Siswa : Diam 
      Guru  : Dasar otak kerbau!
(6) Guru     : Bagaimana bentuk dan pola yang diperoleh pada plat KLT setelah  dilakukan pemisahan dengan kromatografi ? sambil mengarahkan     pandangannya pada salah satu siswa
       Siswa   : tidak ada yang menjawab
         (Konteks : guru Fisika sedang memberikan pertanyaan kepada siswa)

         (7) Guru  : Siapa penemu Homo Africanus?(pelajaran Sejarah) Menunjuk   pada    salah satu siswa yang ribut.

         (Konteks : guru mata pelajaran Sejarah sedang memberikan pertanyaan, dan  tidak  satu pun siswa yang menjawab)


          (8) Guru   : Hasil kali dua bilangan asli berurutan adalah 72, maka jumlah kedua bilangan tersebut adalah (Matematika)

         Siswa    : semua diam
          (9) Guru    : Seorang pedagang buah membeli satu peti apel yang beratnya 30 kg dengan harga Rp 200.000,00 setelah dibuka ternyata berat peti 5 kg. Jika pedagang ingin untung 15 %, maka harga penjualan 1 kg apel adalah …(Matematika)

           (Konteks : guru Matematika bertanya kepada siswa)

         (10) Guru  : Sebutkan empat bukti bahwa P. Sumatra, Jawa, Kalimantan, pernah menajdi satu daratan dengan Benua Asia.  

          (Konteks guru Geografi sedang bertanya kepada siswa)

b. Marah

Wujud kekeraan simbolik berikutnya adalah berupa tuturan yang dari segi  psikologi ‘mengungkapkan kemarahan’. Hal itu dimaksudkan untuk mengendalikan kelas. Dengan kekerasan simbolik “marah”, guru tengah menerapkan kekuasaan paksaan, agar (tuturannya) dipercaya, dipatuhi, dan dituruti.Berikut ini adalah contohnya.

           (11)   Guru    : Hei, kamu, Lutfi bilang apa kamu tadi?


 (ketika mendengar perkataan siswa yang tidak sesuai dengan pertanyaan/  “ngacau”)
           (12)   Guru    : Rupamu! (menanggapi siswa yang perilakunya menjengkelkan)

           (13)   Guru    : Bodoh kamu !
         (14)   Guru  : Kamu tahu etika apa nggak? (menghardik siswa yang dianggap  kurang ajar)

           (15)    Guru
: Tidak sopan !

           (16)    Guru
: Dasar otak kerbau 

           (17)    Guru
: Otak udang 

           (18)    Guru
: Kamu binatang apa manusia (kok sulit diatur)

           (19)    Guru
: Matamu itu lihat apa nggak?

           (20)    Guru
: Oooo,kere!

Kosakata yang mengekspresikan marah di atas, seperti bodoh kamu, rupamu, otak  udang, otak kerbau, matamu, dan kere sengaja dituturkan oleh guru dalam rangka menerapkan strategi tuturnya agar siswa merasa takut, tunduk, dan patuh.

3)  Kekerasan Simbolik dari Aspek Fungsi
Dari analisis data (analisis percakapan di kelas) dapat disimpulkan bahwa fungsi tuturan guru adalah untuk (a) menguasai/mengendalikan “panggung” KBM (kegiatan belajar mengajar), (b) memaksa agar siswa  mengikuti, mempercayai, dan menuruti keinginan guru, (c) agar tuturan guru dapat dipercaya, (d) agar dihormati , dan (e) dibedakan (hierarkhis). 
7. Simpulan
Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, dari segi bentuk representasi kekerasan simbolik diwujudkan melalui bentuk kalimat (a) perintah, (b) larangan, (c) permintaan, (d) persilaan, (e) saran, dan (f) pertanyaan. Kedua, dari segi strategi; terdapat 6 strategi, yaitu dengan (1) mengendalikan tuturan, (2) menggunakan ancaman, (3) memotong pembicaraan, (4) member pertanyaan yang sulit, (5) marah/pura-pura marah. Ketiga, dari segi fungsi diperoleh 5 fungsi, yaitu untuk (1) mengendalikan/menguasai, (2) memaksa, (3) agar dipercaya, (4) agar dihormati, (5) dibedakan.
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